














The results showed that the financial performance of the four pemekaran districts in North Sulawesi Province, the financial district of Southeast Minahasa Regency was ranked first with 61.30% achievement, Siau Biaro Tagulandang was ranked second 60.71%, Bolaang Mongondow Selatan District at third place 60.47 % and Bolaang Mongondow Timur Regency in fourth place 56.81%. That’s mean there was not significance difference of financial performance of local government on fourth provinces at North Sulawesi Regional





Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan empat Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sulawesi Utara  Kabupaten keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada peringkat pertama dengan capaian 61,30%, Kabupaten Siau Biaro Tagulandang peringkat kedua 60,71%, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada peringkat ketiga 60,47% dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada peringkat keempat 56,81%. Sementara itu hasil uji Anova menunjukan nilai asymp sebesar 0,651, hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah di empat Kabupaten pemekaran Provinsi  Sulawesi Utara




Berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menandai pengelolaan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah melalui desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ditandai adanya reformasi pengelolaan keuangan daerah.
Reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (good Government) diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor Publik. New Public Management (NPM) merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktek manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktek manajemen pada sektor publik. Untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi praktek dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering- CCT), dan privatisasi perusahaan publik (Hughes, 1998; Jackson, 1995; Broadbent & Guthrie, 1992).
Penerapan konsep New Public Management telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hirarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Hughes, 1998). 
Konsep New Publik Manajemen  berfokus pada kinerja, bukan pada kebijakan yang membawa konsekuensi pada perubahan pendekatan anggaran dari tradisional (traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget) menuntut daerah untuk melakukan efisiensi, optimalisai pendapatan, pemangkasan biaya (cost cutting) dan kompetisi tender.  Pembaharuan tentang pengelolaan keuangan daerah di tandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditindak lanjuti dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis,efisien dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Sebagai perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik (good govermance governance), penyelenggaraan  pemerintahan daerah harus didukung sistem akuntabilitas kinerja keuangan yang memadai. Untuk mendukung penyelengggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di samping Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat menbiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan . Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordiawan, 2010).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan.. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan.
Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Kabupaten Pemekaran di Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), serta Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), dalam hal ini sedang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya yang menjadi objek penelitian ini dalam menganalisis perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada empat (empat Kabupaten Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012-2016 , permasalahan keuangan daerah yang dihadapi antara lain, ketergantungan pemerintah daerah kepada subsudi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung, belum digali secara maksimal potensi daerah baik dari hasil-hasil alam, laut,  tambang  dan potensi lain daerah yang strategis, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),  kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. Dengan demikian menarik untuk dilakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pada empat Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sulawesi Utara
 
Argumen Orisinalitas / Kebaruan
	Penelitian ini yang menjadi orisinalitas adalah mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tana Indra Annfi (2010) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Analisa Rasio Keuangan APBD Kabupaten Kota/Kota di Indonesia Sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dimana penelitian ini yang membedakan adalah obyek penelitian dan pengambilan sampel adalah Kabupaten – Kabupaten di Sulawesi Utara
 
Kajian Teoritik dan Empiris
Keuangan Daerah
Menurut Halim (2004), Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah lain yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.
Pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (government expenditure) terhadap barang-barang publik (public goods) dan jasa pelayanannya. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:  Transparansi, Akuntabilitas dan Value for money .

Kinerja Keuangan Daerah 
Kinerja Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengertian Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian kinerja, sebagai berikut : Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009) mengemukakan bahwa:  ”Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
Pengertian Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo,2010). Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121):
1)	Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah, 
2)	Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, 
3)	Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 
Kinerja Keuangan Daerah Menurut Halim (2012) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah.
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,  laporan keuangan pokok terdiri dari :
a.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
b.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 
c.	Neraca; 
d.	Laporan Operasional (LO); 
e.	Laporan Arus Kas (LAK); 
f.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
g.	 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran Kinerja
Pengukuran ialah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda/objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Hamzah, 2008). 
Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.  Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182). Pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi: Analisis penerimaan, Analisis pengeluaran, dan Analisis anggaran
 
Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah: Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya. 
Pengukuran efisiensi dalam organisasi sektor publik merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan kurangnya net income sebagai gambaran akan kinerja keuangan pemerintah daerah saat ini. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal (Hamzah, 2008). Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Menurut Moh. Mahsun, dkk, (2011: 81), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan   masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Menurut Halim (2012), pada era orde lama terdapat pula definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong, 1962: 81, yaitu rencana pekerjaan keuangan (financial work plan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (grondslag) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.  
    
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat
		
  Kajian Empiris
Pada  penelitian ini penelitian terdahulu yang digunakan antara lain : Agustina Oesi (2013), Priyo Hari Adi (2007), Gideo Tri Budi Susilo dan Priyo Hariadi, (2009), dan Havid Sularso dan Yanuar E. Ristianto (2011).

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan  disain komparatif. Populasi penelitian ini adalah Seluruh Kabupaten dan Kota yang pernah Melakukan Pemekaran Di Provinsi Sulawesi Utara. Pada Penelitian ini, sampel yang diambil adalah :  Boltim, Bolsel, Sitaro dan Mitra  yang berada di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis one-way anova. analisis ini digunakan karena yang dibandingkan lebih dari 2 objek (ada 4 kabuptaen pemekaran) dengan periode penelitian tahun 2012-2016.
  
Pembahasan 
Berdasarkan hasil dari analisis statistik diatas maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mengondow Selatan yang  diukur dari  nilai rata-rata  rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian belanja dan rasio ketergantungan keuangan daerah.
Tidak terdapat perbedaan kinerja  keuangan antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Pemerintah Kabupaten Siau Biaro Tagulandang yang  diukur dari  nilai rata-rata  rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian belanja dan rasio ketergantungan keuangan daerah.
Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang  diukur dari  nilai rata-rata  rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian belanja dan rasio ketergantungan keuangan daerah.
Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Siau Biaro Tagulandang  yang  diukur dari  nilai rata-rata  rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian belanja dan rasio ketergantungan keuangan daerah.
Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang  diukur dari  nilai rata-rata  rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian belanja dan rasio ketergantungan keuangan daerah.
Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Pemerintah Siau Biaro Tagulandang  dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang  diukur dari  nilai rata-rata  rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian belanja dan rasio ketergantungan keuangan daerah.
Penelitian ini mendukung penelitian Akira (2016) yang meneliti Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada tiga Kabupaten pemekaran  yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah pemekaran yang diukur dari indikator kinerja tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan daerah atas Kabupaten Pemekaran daerah. 




Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka disimpulkan : (1) Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan 4 (empat) Kabupaten Pemekaran di Provinsi  Sulawesi Utara yang diukur dari Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. (2) Apabila dilakukan perbandingan antar Kabupaten Pemekaran yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan  Kabupaten Bolaang Timur,  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Siau Biaro   Tagulandang tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan.

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan maka diberikan rekomendasi sebagai berikut : (1) Melakukan pengukuran kinerja keuangan daerah dengan rasio keuangan hendaknya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara semesteran dan dijadikan rekomendasi atas pelaksanaan Laporan Keuangan pada keempat Kabupaten Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara, sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik. (2) Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah maka pemerintah daerah perlu meningkatkan usaha pemungutan pendapatan asli daerah lebih intensif dan aktif. (3) Pemerintah daerah perlu menetapkan target penerimaan secara lebih baik dengan tidak hanya perkiraan semata, tetapi didukung dengan hasil intensifikasi pendapatan yang memadai serta melakukan penyesuaian dengan peraturan yang terkait dengan usaha peningkatan PAD. (4) Memperbaiki kinerja BUMND dan mencari sumber-sumber PAD yang baru tanpa harus menunggu ketetapan dari pemerintah pusat; (5) Meningkatkan kinerja sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dengan adanya pembinaan yang intensif  lewat bimbingan teknis atau Diklat terkait dalam rangka peningkatan PAD. (6) Perlu diterapkan kebijakan dalam peningkatan PAD di kabupaten pemekaran ini sehingga diharapkan ada peningkatan PAD setiap tahun. (7) Perlu dilakukan pengawasan yang lebih baik, penerapan kebijakan serta kewenangan yang lebih jelas
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